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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pasal 1 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Menyatakan Indonesia adalah Negara Ksistensi Negara Hukum di Perlukan Untuk

mewujudkan garesyare a““WIStIMM% gonesia.Untuk itu perlu

adanya pene Okum, karena hukum mempunyal™fungsifisebagai perlindungan

maka hukum harus

us dilindungi adalah

manusia, di mana

akan tanah terbatas.

Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus
memiliki fungs ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset
tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan

kehidupan, sedangkan capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan



dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, sekaligus sebagal bahan
perniagaan dan objek spekulasi.

Salah satu fakta hukum yaitu yang berkaitan dengan tanah yang diatur dalam UUD
1945 Pasal 33 ayat (3), Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang

f;}'.".z dam yang ada
._._'I.._....

Dalam kaitannya dengan hal tersebut dalam rangka menjamin kepastian hak dan

kepastian hukum atas Tanah, UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk

Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Malang,Bayumedia, 2007, him. 1.

’Elza Syarief, menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan. Jakarta
KPG(K epustakaan Populer Gramedia)

*Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Y ogyakarta, 2010, him. 207



mel aksanakan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia, sebagaimana yang telah diamanatkan
Pasal 19 UUPA.. Pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran
tanah di Indonesia, antaralain:

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah

di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang

2)
tersebut
laku sebagai dat
3) eadaan Negara dan
serta  kemungkinan
4) ang bersangkutan
__—_;_,A;"TF'-J:"o ketentuan bahwa
[aya-biaya tersebut.
K etentuar-Palel 40 ayaif()- DUPAYtersShulmerlipakei ketentuan yang ditujukan
kepada pemerintah untuk menyel@g pendaftaran diseluruh Indonesia, yang

sekaligus merupakan dasar hukum bagi pelaksana pendaftaran tanah dalam rangka

memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang

*Elza Syarief, menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, jakarta
KPG(K epustakaan Populer Gramedia, him 142



kuat. Untuk itu maka setiap hak-hak atas tanah yang tersurat daam UUPA harus
didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 UUPA, maka perlu
adanya pembentukan suatu badan atau lembaga yang bergerak dibidang pertanahan agar

tidak terjadi penyalahgunaan hak-hak pertanahan, yaitu Badan Pertanahan Nasional, UUPA

menganut sistem negatif, sehingga ang tercantum didalam surat bukti hak
mempunyai K erangan yang benar
selamadan s buktikan sebaliknya.
Jika terjadi h buktian mana yang
benar
Pendaftg menjadi berhak atas
suatu bidang fer oerhak. Mereka yang
berhak dapat bersangkutan sudah
berada didal )enyerahan kembali
kepadanya.®
Pada _ teri Dalam Negeri
T | B e N 1
Nomor 189 Tahtll & AtangaProy Era8-MNasional Adtari& (PRONA). Program ini
% i
bertujuan untu tk esadaran masyarakat dalam
pengadaan serifikat hak atas tana dilaksanakan oleh BPN melalui kantor-

kantor pertahanan setempat dan bagi masyarakat ekonomi lemah diberikan keringanan
biaya.
Dalam perkembangannya dewasa ini banyak terjadi sengketa berkaitan dengan

tanah. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah masalah Sertifikatganda

®Hasan K usumah, Hukum Agraria |, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, him. 77



Sertifikatganda merupakan Sertifikat-Sertifikatyang menyuratkan satu bidang tanah yang
sama. Dengan demikian satu bidang tanah diuraikan dengan dua Sertifikatatau lebih yang
berlainan datanya.°Hal semacam ini disebut juga “Sertifikattumpang tindih”. Baik tumpang
tindih seluruh bidang maupun tumpang tindih dari sebagian tanah tersebut.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak disebutkan

Sertifikattanah,namundalam pasal 19 f ¢ disebutkan “surat tanda bukti hak”.

Pengertian sehari=heri=Suf & il i itefSika aiSertifikattanah7.

Sertifil E perfungsinya bahwa
Sertifikatitu
diadministrag

orang yg me

guna sebagai “ ' i atakan tanah ini telah
milik seseora

—1:_._' E! :f ‘::I E -,

Bila terjadi sengketa terhadap dang tanah tersebut maka oleh yang memiliki
tanah Sertifikatyang ditangannya lah yang digunakan untuk membuktikan bahwa tanahnya

itu miliknya,surat tanda bukti hak atau Sertifikattanah itu dapat berfungsi menciptakan

°Ali Achmad Chomzah, Hukum pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002 him. 111
’Mhd Y amin Lubis dan abd Rahim L ubis, hukum pendaftaran tanah,Jakarta,mandar maju,2008,him 197



tertib hukum pertanahan serta membantu mengakrifkan kegiatan perekonomian rakyat
(misalnya apabila Sertifikattersebut digunakan sebagai jaminan).®

Sehingga dengan pengeluaran Sertifikatini,menandakan telah ada pendaftaran
tanah yang dilakukan hanya sgja dalam praktek,penerbitan Sertifikattanah yang masih

dapat dipertanyaakan keefektifannya dalam memberikan kepastian dan perlindungan

a ke Pengadilan dapat

|E Han obyeknya.’
Sejakl: : 8 dan kompleks serta

mempunyai ¢ .

pang, sehingga tidak

mudah untuk

Tujuah|dibentuknya E

keputusan \0.26_Tahun 1988k enderal Ac Departemen Dalam
gtuk menjadi lembaga

‘selaga nimengeluarkan SK
..I r.l T - - B . ]
No. 11/KBPN/13 ".-.1 uflisenskep tNo=dtalitig 1989tettang organisasi dan tata

L

“f
Tugas Badan Pertanahan Jasio

administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan

lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan, pemeliharaan tanah, pengurusan

¥Ibid him 205.
%Ibid him 207.
"% rawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia, Penerbit Arkola, Surabaya, 2002.him 25



hak-hak atas tanah.*! Pengurusan dan pendaftaran tanah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan

dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.
Sedangkan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional adalah merumuskan kebijakan

dan perencanaan penguasaan dan pengurusan tanah; merumuskan kebijakan dan

perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip tanah mempunyai fungsi sosial,;

pengurusan hak=he . ii 3 gembangan dibidang

pertanahan sg to

Presiden.

Badan el esal@n|sengketa pertanahan
berdasarkan emperhatikan rasa
keadilan dan

Dalam | as dasar hukumnya

dan transparaht pntuk meminimalkan anahanemakadieéran yang dimainkan

#0libicang pertanahan.

i ... o | e 'r
2. Menampung ' Y cOREr=Rafans orija aban, menyiapkan

memori - banding¥ memorKERtfaMeoN -kasas! popi/kontra memori peninjauan
'I-.--.-¢ II- -.l =
kasas atas perkara yang digukar i "'-f'ﬂ peradilan terhadap perorangan dan badan

hukum yang merugikan Negara.

3. Mengumpulkan data masalah dan sengketa pertanahan.

" pidhlm 209
2|pidhim 211



4. Mendlaah dan menyiapkan konsep keputusan mengenai keputusan penyelesaian
sengketa atas tanah.
5. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas tanah yang cacat
administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan.
Setelah adanya pembentukan badan yang bergerak di bidang pertanahan, maka di

wajibkan kepada seluruh ] ' masyarakat Indonesia untuk melakukan

0 10/1961) tentang
Pémerintah Nomor 24
gkain kegiatan yang
an teratur yang meliputi
oenygjian serta (V)
pemeliharaa , mengenai bidang-
bidang tanahdai.sati tuan rumah Suke(ivdepemberion surat tanda bukti

fi

haknya bagi .-'"""* i k atas satuan rumah
3

susun serta hakeiaktegenteryang Membetantfya, (Pesa T angk 4 BP No.24/ 1997).°

AT e ) |
Pendaftargh i lISSlengearakd angikelmembetikan jaminan kepastian

hukum di bidane

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat,(Pasal 19 ayat (2) huruf ¢, Pasal 23 ayat (2)

Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA).

“Florianus SP Sangun” Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah" vis Media, 2007, him 14.
“Op.Cit, him.14



Menurut Badan Pertanshan Nasional,”® jumlah bidang-bidang tanah diwilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini tidak kurang dari 80 juta bidang. Apabila
mempertimbangkan pokok-pokok tujuan dari UUPA di atas, jelas bahwa semestinya
terhadap 80 juta bidang tanah tersebut, telah dapat diberikan kepastian hukumnya bagi para

pemilik bidang tanah yang bersangkutan. Namun, kenyataan yang ada tampaknya tidaklah

aat bukti tetapi
Sertifikatbuks 3 5 : seseorang masih
mungkin dibpkii Ke ' . pukti sangat penting
misalnya did: i an ha <Um-.p hak bertujuan untuk
memindahka ot sebagal pemegang
hak),yang be siat dan lain-lainya

Namun keny; taanya.didalam.ma raka adli Dagaieiiasal ah yang berkaitan

i _.:‘1 A
apadilan tata usaha Negara.

dapat diabaikan.
Padamasa lalu banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas

bidang-bidang tanah tidak benar. Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta

1> Badan Pertanahan Nasional, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah,
Jakarta ; Biro Hukum dan Humas BPN, 2005, him 4



penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelengaran pendaftaran tanah
merupakan hal yang tidak bisa di abaikan dan bagian yang penting yang perlu mendapat
perhatian serius dan seksama,bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan
tanah tetapi juga dalam penyagian data pengusahaan atau pemilikan tanah dan

penyimpanan data tersebut.

AN bahwa dalam satu

bidang tanah 1 $atu putusan tersebut

yang dimaks tanah yang menjadi
objek Sertifika 4 sengketa,sedangkan
a yang seperti ini
Jadadi Indonesia

Dagi  penulis  untuk

memfokuska I'F'" 4 B K EPALAKANTOR

Rumusan Masalah
Sehubungan dengan uraian latar belakang di atasmaka rumusan masalah yang

akandibahas sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sgja yang menyebabkan terjadi nya SertifikatGanda Berdasarkan

Putusan PTUN Bagi Pemegang Hak Atas Tanah di Kabupaten Kampar ?



2. Bagaimanakah Tanggung Jawab KepalaKantor Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten
Kampar terhadap Putusan PTUN tentang SertifikatGanda bagi pemegang hak atas
Tanah ?
C. Tujuan Pendlitian
Bedasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemuka kan di atas maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut..

1. Mengetahyii=Begets s faely nya SertifikatGanda
2. Mengetah j : an Dan Tata Ruang

Ja Hak Atas Tanah.

pemikiran daam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut permasalahan
Sertifikatganda hak atas tanah baik di BPN maupun di pengadilan.

E.Keadian Pendlitian



Sebelumnya terhadap tema ini juga telah pernah dilakukan oleh pihak lain untuk
mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik pada Universitas
Andalas maupun pada Perguruan Tinggi lainnya, namun Penulis akan menygjikan hal
yang berbeda dari Penulis yang sebelumnya dan diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap

dari tulisan yang sudah ada sebelumnya, yaitu:

1. Tesis atas nama Chalr NIM B4B006089). Program pasca
sarja Bagi Pemegang Hak
Atas|Ta ' i <:I| upaten Tanggerang

i/ 1999/PN/ TNG)”.

Per

a ahah dalam perkara
b. _ ‘ san Nomor

'-|'

C. Bage ertimt n-Haki ':+| Jketa sertifikat ganda
Penelitf [ oleh penulis. Hal ini
dapat dilakukan Chairul Anwar
Abdullah tersebu. e Nl

2. Tesisatas nama Trinovia Kristi Prabawani. Program pasca sarjana fakultas hukum
brawijaya malang dengan judul tesis “(Studi Kasus Putusan PengadilanNegeri
Nomor : 78/pdt,G/2001/PN.BJM)”. Permasalahan yang diteliti adalah:

a. Penyebab Terjadinya SertifikatGanda berdasarkan putusan Nomor ;

78/pdt,G/2001/PN.BIM



F.

pendapat dan pengertian-penge

b. Bagaimana perlindungan Hukum atas Penerbitan SertifikatHak Milik Ganda
Penelitian ini juga jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Penulis. Hal ini dapat

dilihat dari rumusan yang berbeda serta perkara yang akan penulis teliti.

3. Tesis atas nama Anak Agung Istri Diah Mahadewi (NIM:1190561044). Program
magister studi ilmu hukum Universitas Udayana Denpasar dengan judul
"Tanggung Jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional Terkait
K evenangan-Méf ah K epiit Sertifikay Hak Atas Tanah“.
Per
a Nasional dalam

ilik atas tanah.
b. T ipan Nasional terkait
atalan sertifikathak
Penglitiannya.disini_berbeda dengan yang akan.pexs an,hal ini juga bisa
dili It\I"
KerangkaT ..
1. Kerangka['et

“d L 'n_:,ji

dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang

dapat dikaji (Gijssels, 1982: 134).%

Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik

atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada

'*Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, yogyakarta, 2012, him. 4



fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan
berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.*’
Teori hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus
dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak.™®

Segjalan dengan hal di atas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan
dalam tulisan ilmiah berupa tesis.ini==keokitersebut adalah :

a. Teori i_ i-“.HMHS"AS -AHDAL“

ori kepastian hukum mengandung 2 (dua) p i tu pertama, adanya

boleh dilakuk Up bagi individu dari
1 1gan pemerir : tupa pasal-pasal dalam
san hakim lainnya
hukum merupakan

_____ gdangan. Begitu datang

"Otje Salman dan Anton F Susanti, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali,
Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, him 21.

**Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis,
Rajawali Press, Jakarta, 2014, him 5

YPeter Mahmud Marzuki, Pengantar 11mu Hukum, K encana Prenada Media, Jakarta, 2009, him 158.

*Satjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum,
Jakarta .Penerbit Buku Kompas, 2007, him 85

*'Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, him. 139.



tanggung jawab dapat diartikan sebagal perbuatan bertanggung jawab atas perbuatan
yang telah dilakukan.

Mengenai pertanggung jawaban peabat menurut Kranenburg dan Vegtig
terdapat 2 (dua) teori yang melandasinya, yaitu :
a. Teori Fautes Personalles

Adalah teori yang menyatakan. bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan

ketiga dibebankan
teori ini, tanggung

gian yang timbul itu

hukum  EHENiUliadalelis Dahwerstiidapat adikenakan TS ditl sonksi dalam kasus

“ren FUETBO ka0 A terdapat 2 (dua) macam
- 'n‘: e S

pertanggungjawaban yaitu pe Bngglingjawaban atas kesalahan (based on fault) dan

pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility).?

*’Sonny Pungus, Teori Pertanggungjawaban, dari website
http://Sonnytobel 0.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html diakses pada tanggal 27 November 2015.

2Jimly Asshidigie dan Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan
K epaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, him. 61



Pertanggungjawaban atas kesalahan (based on fault) adalah prinsip yang cukup
umum berlaku daam hukum pidana maupun perdata. Dalam KUHPerdata
khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh.
Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab

secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365

blah suatu tanggung

gawan hukum tanpa

kaidah-kaidah hukum dalam perkara yang kongkrit, maka untuk bertindak secara adil
kata Aristoteles, “seorang hakim harus menyelami sungguh-sungguh perkara-perkara
yang kongkrit seolah-olah saksi mata mereka sendiri. "Keadilan menurut Aristoteles

adalah : Setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi hak nya



d. TeoriKewenangan
Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan
dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan
hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.Indroharto,

mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-

Satibdal ah MPR sebagai

: 1 pemerintah sebagal

pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana
diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN

tertentu.

*Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, him. 104.



Delegas adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan
kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa
yang semula kewenangan s A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan s B.
Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi

tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian

Kedua CHF.OK0an peic gy Olel kewenargan itu, dijadikan dasar
atau teori untu [isis ket _. : _ '.;'- ar pegara di dalam menjalankan
kewenangannya. ;

2. Kerangka K onseptual

2|bid., him. 105



Untuk menghindari kekeliruan, kesalahan dan perbedaan pengertian mengenai
berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa

kerangka konseptual yang berhubungan dengan judul yang diangkat, diantaranya:

a. Tanggung Jawab

ukum atau tindakan

embentukan hukum

yang sama. Jadi dengan demikian satu bidang tanah diuralkan dengan 2 (dua)

Sertifikatatau lebih yang berlainan datanya. Hal semacam ini disebut pula

**Abdul Manan, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2005. HIm.313
’7airin Harahap, 1997, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him. 66.



“SertifikatTumpang Tindih(overlapping)”, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun
tumpang tindih sebagian dari tanah tersebut.®
d. Hak Atas Tanah
Hak Atas Tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi,yang

terbatas,berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.?® Hak-hak atas tanah yang

diberikan kepada orang-orang._ha dengan aturan yang berlaku,mengingat
tanah me, a dan dipergunakan
sebesar-
Metode P

Istil “jalan ke”, namun
menurut ungkinan sebagai
berikut:*
Suatu tipe p
Suatu tekni K yang

penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan

2Ali Chomzah, Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan 1-Pemberian Hak Atas TanahNegara dan Seri

Hukum Pertanahan |1- Sertifikatdan Permasalahannya, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2002), him.139

% Boedi Harsono; 2008, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan:Jakarta, him. 18

*Soerjono Soekanto, Pengantar Penilitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, him 5.
*'Bambang sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, him 27.



dan diolah.**> Metodelogi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.®

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik,
sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah
ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan mengunakan

metode penelitian sebagai berikut.

-

gall’Dasionad setelah adanya

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka data-data yang terdapat dalam
penelitian ini diperoleh melalui Field research, yaitu melalui penelitian lapangan yang

kemudian ditambah dengan data yang diperolen melalui Library research

*?Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, him 1
**Soerjono soekanto, Op cit, Pengantar Penilitian Hukum, him 42.



A. Jenisdata
1) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui
penelitian lapangan di wilayah hukum badan pertanahan nasional.
2) Data Sekunder, yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh dari

dokumen-dokumen melalui penelitian kepustakaan terutama yang bersumber

sekunder, seperti kamus,encyclopedia.®*

B. Sumber Data

1) Sumber hukum primer

*Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakrta. 2010,
him.32



b)

Data primer yang diperoleh bersumber dari wawancara yang penulis lakukan
dengan pihak Badan Pertanahan Nasional.

2) Sumber hukum sekunder
Sumber hukum data sekunder yang penulis gunakan adalah :

a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

)

Al pribadi  bertatap muka

dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam mengumpulkan
data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan

membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan



perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah

Kantor Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.

5. Pengolahan dan Analisis data

pengolahan data
seluruh data yang

: ari semua data yang

b)



